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ABSTRACT

This research systematically reviews the role of community participation in mangrove conservation in East Kalimantan,
addressing the high ecological and socio-economic value of mangroves and the severe threats they face from land
conversion and climate change. The study aims to describe forms of community involvement, analyze supporting and
hindering factors, and formulate policy recommendations for strengthening community-based mangrove conservation.
Utilizing a qualitative scoping review methodology, the research synthesizes literature to identify key issues, cross-study
themes, and policy approaches related to community engagement. The findings highlight that successful conservation and
restoration are highly dependent on active community participation, with models like Community-Based Mangrove
Management (CBMM) proving more effective. In summary, the paper concludes that active and sustained community
participation is critical for effective mangrove conservation. This participation is bolstered by strong institutional
frameworks, continuous education, and collaborative efforts across various sectors, all of which contribute to achieving
broader sustainable development goals, particularly SDG 14, which emphasizes the conservation of marine and coastal
ecosystems, and SDG 13 through the role of mangroves in climate change mitigation.

Key words: Community participation; Mangrove conservation; East Kalimantan; Community-Based Mangrove
Management; Sustainable Development Goals.

ABSTRAK

Penelitian ini secara sistematis meninjau peran partisipasi masyarakat dalam konservasi mangrove di Kalimantan Timur,
dengan memperhatikan nilai ekologi dan socio-ekonomi yang tinggi dari mangrove serta ancaman serius yang dihadapi
akibat konversi lahan dan perubahan iklim. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk-bentuk partisipasi
masyarakat, menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk
memperkuat konservasi mangrove berbasis masyarakat. Dengan menggunakan metodologi tinjauan kualitatif, penelitian
ini mensintesis literatur untuk mengidentifikasi isu-isu kunci, tema-tema lintas studi, dan pendekatan kebijakan terkait
keterlibatan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa konservasi dan restorasi yang sukses sangat bergantung pada
partisipasi masyarakat yang aktif, dengan model seperti Pengelolaan Mangrove Berbasis Masyarakat (CBMM) terbukti
lebih efektif. Secara ringkas, makalah ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat yang aktif dan berkelanjutan
sangat kritis untuk konservasi mangrove yang efektif. Partisipasi ini didukung oleh kerangka institusional yang kuat,
pendidikan berkelanjutan, dan upaya kolaboratif lintas sektor, yang semuanya berkontribusi pada pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan yang lebih luas, terutama SDG 14 yang menekankan konservasi ekosistem laut dan pesisir,
serta SDG 13 melalui peran mangrove dalam mitigasi perubahan iklim.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat; Konservasi mangrove; Kalimantan Timur; Pengelolaan Mangrove Berbasis
Masyarakat (CBMM); Pembangunan berkelanjutan (SDGs).

PENDAHULUAN Kathiresan, 2012; Sumiyati & Julaikha, 2017;

Weaver & Stehno, 2024). Mangrove juga termasuk

Mangrove merupakan ekosistem pesisir yang
memiliki fungsi ekologis dan sosial ekonomi yang
sangat tinggi. Secara ekologis, mangrove berperan
sebagai benteng alami yang meredam energi
gelombang dan angin, mengurangi abrasi dan erosi
pantai, sekaligus menstabilkan garis pantai melalui
sistem perakarannya yang rapat (Sandilyan &
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ekosistem blue carbon dengan cadangan karbon per
satuan luas yang sangat besar dan sedimennya,
sehingga berkontribusi penting dalam mitigasi
perubahan iklim global (Alongi, 2012; Alongi,
2020). Di sisi lain, tegakan mangrove menyediakan
habitat pemijahan, pembesaran, dan tempat
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berlindung bagi berbagai jenis ikan, udang,
kepiting, dan biota pesisir lain yang menjadi basis
perikanan tangkap dan budidaya masyarakat
(Zimmer, 2018; Arifanti dkk., 2022; Miiller dkk.,
2025). Kombinasi fungsi fisik dan biologis ini
menjadikan mangrove penopang ketahanan pangan
lokal dan sumber pendapatan bagi komunitas
pesisir, sekaligus bagian dari strategi adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim di tingkat nasional dan
global.

Kerusakan dan alih fungsi kawasan mangrove,
misalnya menjadi tambak intensif, pemukiman,
infrastruktur, maupun kawasan industri,
menyebabkan berkurangnya jasa ekosistem tersebut
dan meningkatkan kerentanan masyarakat pesisir
terhadap banjir rob, badai, intrusi air laut, hingga
penurunan hasil tangkapan ikan (Richards & Friess,
2016; Ellison dkk., 2020). Deforestasi mangrove di
Asia Tenggara, termasuk Indonesia, terbukti
didorong oleh kombinasi permintaan global
terhadap produk perikanan, ekspansi pertanian dan
perkebunan, serta pembangunan pesisir yang tidak
terkendali (Richards & Friess, 2016). Pada saat
yang sama, perubahan iklim memicu kenaikan
muka air laut, gelombang panas, dan kejadian cuaca
ekstrem yang dapat meningkatkan frekuensi
kematian massal mangrove di berbagai kawasan
(Friess dkk., 2019). Dengan demikian, menjaga
keberlanjutan mangrove tidak hanya penting bagi
kelestarian keanekaragaman hayati, tetapi juga bagi
perlindungan sosial-ekonomi jutaan penduduk
pesisir yang menggantungkan hidup pada ekosistem
ini.

Keberhasilan konservasi dan restorasi mangrove
sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat
setempat, bukan semata pada intervensi teknis dari
pemerintah atau lembaga luar. Berbagai studi
menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang
dirancang dan dikelola bersama komunitas,
misalnya melalui skema  community-based
mangrove management (CBMM) atau community-
based  ecological — mangrove  rehabilitation
(CBEMR), cenderung lebih efektif dalam menjaga
keberlanjutan  hasil restorasi, meningkatkan
keanekaragaman hayati, serta memperbaiki fungsi
hidrologi dan perlindungan pantai (Brown dkk.,
2014; Arifanti dkk., 2022; Damastuti dkk., 2022).
Keterlibatan aktif masyarakat lokal menjadi faktor
kunci dalam pengelolaan ekosistem mangrove
karena mereka memiliki kepentingan langsung
terhadap kondisi pesisir, mengalami secara nyata
dampak degradasi, dan pada saat yang sama
memegang pengetahuan lokal tentang dinamika
ekosistem setempat. Skema tata kelola yang
melibatkan masyarakat lokal, melalui mekanisme
seperti kelompok tani hutan, kelompok sadar
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wisata, koperasi pesisir, atau skema kemitraan desa-
LSM-pemerintah, diperlukan untuk menjamin
keberlanjutan restorasi dan pemanfaatan mangrove.
Pendekatan ini memungkinkan integrasi tujuan
ekologis, ekonomi, dan sosial sekaligus: ekosistem
dipulihkan, mata pencaharian alternatif
dikembangkan, dan kelembagaan lokal diperkuat.
Dalam kerangka Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs), pengelolaan mangrove
berbasis komunitas berkontribusi pada SDG 15
melalui upaya melindungi dan merestorasi
ekosistem serta biodiversitas, dan SDG 1 dengan
memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir
yang rentan terhadap guncangan iklim dan ekonomi
(Bowen dkk., 2017; Stafford-Smith dkk., 2017).
Ekosistem mangrove di berbagai lokasi saat ini
menghadapi tekanan berlapis, baik dari konversi

lahan untuk tambak dan budidaya intensif,
pembangunan permukiman dan infrastruktur
pesisir, industri, maupun pencemaran dan

perubahan iklim (Richards & Friess, 2016; Friess
dkk., 2019). Laju kehilangan mangrove yang tinggi
di beberapa kawasan tropis menandakan perlunya
intervensi konservasi dan restorasi yang lebih
terarah dan berbasis bukti, termasuk
memperhitungkan dinamika sosial-ekonomi lokal
dan kebijakan tata ruang pesisir. Dalam konteks
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah
secara sistematis berbagai literatur dan bukti
empiris terkait partisipasi masyarakat dalam
konservasi mangrove. Secara khusus, tinjauan ini
bertujuan: (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk
peran serta masyarakat dalam pelestarian
mangrove;  (2) menganalisis  faktor-faktor
pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat;
(3) merumuskan implikasi kebijakan dan praktik-
praktik terbaik serta tantangan utama, sehingga
sejalan dengan target-target SDGs dan agenda
adaptasi—mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal
maupun nasional. Rumusan ini diharapkan dapat
menjadi dasar bagi perbaikan desain program
restorasi dan pengelolaan mangrove ke depan,
sekaligus memperkuat peran masyarakat sebagai
aktor utama dalam pelestarian ekosistem pesisir.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif
dengan pendekatan scoping review dan mencakup
literatur tingkat nasional maupun internasional.
Pendekatan scoping review dipilih karena mampu
memetakan secara komprehensif ruang lingkup
penelitian, jenis-jenis bukti yang tersedia, serta cara
isu partisipasi masyarakat dalam pelestarian
mangrove dikaji dalam berbagai konteks sosial,
ekologis, dan kebijakan. Scoping review secara
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khusus  dirancang untuk  mengidentifikasi
kesenjangan pengetahuan, menelaah kumpulan
literatur yang relevan, serta memperjelas konsep-
konsep penting yang masih berkembang (Arksey &
O’Malley, 2005; Munn dkk., 2018). Pendekatan ini
dianggap ideal ketika topik penelitian masih luas
dan beririsan dengan berbagai disiplin ilmu, serta
ketika tujuan utama bukan hanya menilai efektivitas
intervensi, tetapi juga memetakan tema, konsep, dan
jenis-jenis bukti yang ada untuk memperdalam
pemahaman teoretis dan praktis mengenai pelibatan
masyarakat dalam konservasi mangrove (Levac
dkk., 2010; Munn dkk., 2018). Dengan demikian,
scoping review dalam penelitian ini tidak sekadar
merangkum studi yang ada, tetapi juga menyusun
kerangka konseptual awal yang dapat menjadi dasar
bagi penelitian lanjutan dan perumusan kebijakan.

Scoping review digunakan untuk
mengidentifikasi isu-isu utama, tema-tema lintas
studi, serta pendekatan kebijakan yang muncul
dalam literatur terkait peran masyarakat dalam
pelestarian mangrove. Prosesnya mencakup
penelusuran sistematis, pemilihan, dan analisis
literatur yang relevan, serta klarifikasi konsep-
konsep kunci yang mendukung efektivitas dan
efisiensi pelestarian mangrove oleh masyarakat
berdasarkan temuan ilmiah yang telah ada. Analisis
dilakukan secara multidisiplin dengan mengacu
pada beberapa kerangka teori utama: (1) Teori
organisasi (Lounsbury & Ventresca, 2003)
digunakan untuk memahami bagaimana struktur
sosial, norma, dan aturan kelembagaan membentuk
pola aksi kolektif komunitas dalam pengelolaan
mangrove; (2) Teori sistem hukum (Raz, 1980)
mengenai konsep sistem hukum memberikan
landasan untuk melihat bagaimana aturan formal,
regulasi negara, dan skema hak akses (misalnya
perhutanan sosial) membingkai peluang dan batasan
bagi partisipasi Masyarakat; dan (3) Teori
perkembangan sosial dan modal sosial (Coleman,
1988) membantu menganalisis bagaimana jaringan
kepercayaan, norma timbal balik, dan struktur
hubungan sosial memengaruhi kapasitas kolektif
masyarakat untuk terlibat dalam konservasi jangka
panjang.

Kiriteria inklusi dalam tinjauan ini dirumuskan
untuk menjaga relevansi dengan konteks penelitian
sekaligus membuka ruang bagi variasi pendekatan.
Studi yang dipilih mencakup: (1) penelitian yang
membahas mangrove di Indonesia (baik studi
biofisik, sosial, maupun kebijakan); (2) kajian
tentang partisipasi masyarakat dan tata kelola
berbasis komunitas; (3) literatur mengenai
perhutanan sosial dan skema hak kelola lokal di
wilayah pesisir; (4) studi tentang blue carbon yang
mengaitkan nilai karbon mangrove dengan
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kebijakan iklim dan insentif bagi masyarakat; (5)
penelitian tentang rehabilitasi mangrove berbasis
komunitas, seperti CBMM dan CBEMR; serta (6)
inisiatif citizen science yang melibatkan warga
dalam pemantauan ekosistem pesisir. Pendekatan
ini sejalan dengan rekomendasi Munn dkk. (2018)
dan panduan terkini how-to scoping review yang
menekankan perlunya kriteria inklusi-eksklusi yang
transparan untuk memastikan pemetaan literatur
yang sistematis dan dapat direplikasi.

Selanjutnya, analisis tematik digunakan untuk
mengelompokkan temuan dari literatur ke dalam
tema-tema utama, seperti bentuk partisipasi
masyarakat (penanaman, perlindungan,
pemantauan, pemanfaatan berkelanjutan), faktor
pendorong (dukungan kebijakan, kelembagaan
lokal, insentif ekonomi, modal sosial), serta
hambatan (konflik tenurial, lemahnya penegakan
hukum, ketimpangan akses, dan keterbatasan
kapasitas teknis). Pendekatan analisis tematik
umum digunakan dalam scoping review untuk
mengidentifikasi pola dan kategori lintas studi,
sehingga dapat menghasilkan peta konseptual yang
lebih jelas tentang bagaimana partisipasi
masyarakat mendukung konservasi mangrove
(Levac dkk., 2010; Braun & Clarke, 2006). Hasil
pemetaan tematik ini diharapkan memberikan dasar
yang kuat bagi perumusan rekomendasi kebijakan
dan desain program pelestarian mangrove berbasis
komunitas di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat
dalam pelestarian mangrove

Peran serta masyarakat sangat penting dalam
pelestarian mangrove, baik melalui aksi langsung
seperti  penanaman,  rehabilitasi,  maupun
pengelolaan ekowisata dan pemanfaatan ekonomi
yang berkelanjutan. Keterlibatan ini tidak hanya
dipandang sebagai pelengkap program pemerintah,
tetapi sebagai faktor penentu keberhasilan restorasi
ekosistem pesisir dalam jangka panjang, karena
masyarakat merupakan aktor yang sehari-hari
berinteraksi dengan kawasan mangrove dan
merasakan  langsung dampak kerusakannya
(Primavera, 2000; Giri dkk., 2011). Rehabilitasi dan
penanaman  mangrove  berbasis  komunitas
menunjukkan bagaimana seorang atau kelompok
warga lokal mengambil inisiatif mandiri dan peran
aktif dalam memperbaiki ekosistem pesisir yang
telah terdegradasi akibat konversi lahan, abrasi, dan
banjir pasang. Inisiatif tersebut sering kali berawal
dari kesadaran akan meningkatnya banjir rob,
hilangnya mata pencaharian perikanan, serta
berkurangnya perlindungan alami terhadap badai
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dan gelombang, sehingga mendorong komunitas
untuk melakukan aksi kolektif (Friess dkk., 2019;
Whitney dkk., 2017). Inisiatif komunitas kemudian
dapat berkembang melalui kerja sama dengan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah
daerah, dan pihak akademik untuk memobilisasi
komunitas, menyiapkan bibit, menyusun rencana
tata ruang mikro, serta melakukan penanaman
mangrove secara sistematis dan berbasis data
biofisik. Kolaborasi ini juga memungkinkan
transfer pengetahuan mengenai teknik pembibitan,
pemilihan spesies yang sesuai, hingga desain
penanaman yang mempertimbangkan dinamika
pasang surut dan pola aliran air, bukan sekadar
“menghijaukan” pesisir secara visual (Lewis, 2005;
Alongi, 2012; Brown dkk., 2014; Howard dkk.,
2017). Dengan demikian, pendekatan komunitas
tidak hanya sekadar menanam mangrove secara
massal, tetapi juga memperhatikan aspek
kelembagaan, pengetahuan lokal, dan pemulihan
fungsi ekosistem, termasuk peran mangrove sebagai
penyedia jasa lingkungan seperti perlindungan
pantai, habitat ikan dan biota lain, serta penyerap
karbon biru.

Model seperti Community-Based Mangrove
Management (CBMM) dan Community-Based
Ecological Mangrove Rehabilitation (CBEMR)
telah diimplementasikan di berbagai negara pesisir,
termasuk Indonesia, Filipina, dan beberapa negara

Asia Tenggara lainnya, untuk memperkuat
partisipasi masyarakat sekaligus memperbaiki
aspek biofisik seperti perbaikan hidrologi,

pemulihan substrat, dan regenerasi alami mangrove
(Brown dkk., 2014; Ellison dkk., 2020; Arifanti
dkk., 2022). Pendekatan CBEMR, menekankan
pada pemulihan kondisi hidrologi alami dan
pemberian ruang bagi regenerasi alami sebelum
melakukan penanaman, sehingga mengurangi risiko
kegagalan rehabilitasi yang hanya mengandalkan
penanaman bibit secara seragam (Lewis, 2005;
Ferreira dkk., 2024). Model berbasis komunitas ini
memiliki beberapa keunggulan, antara lain: (1)
komunitas lokal memiliki motivasi dan kepentingan
langsung terhadap kondisi pesisir tempat mereka
tinggal sehingga partisipasi cenderung lebih
berkelanjutan; (2) integrasi pengetahuan lokal dan
praktik tradisional, seperti penentuan waktu tanam
berdasarkan musim, pengetahuan tentang jenis
mangrove lokal, dan teknik sederhana pengendalian
hama, dapat mempercepat adaptasi teknik restorasi
mangrove yang sesuai kondisi lahan dan sosial
setempat; (3) keterlibatan masyarakat memperkuat
aspek monitoring dan pemeliharaan pasca-
penanaman, bukan hanya menanam bibit tetapi juga
menjaga agar dapat tumbuh dan berkembang,
termasuk melalui kegiatan pemantauan partisipatif
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(participatory monitoring) dan evaluasi berkala
(Krievins dkk., 2018; Ellison dkk., 2020; Arifanti
dkk., 2022).

Pengelolaan ekowisata mangrove berbasis
komunitas dapat memadukan fungsi konservasi,
pendidikan lingkungan, dan sumber penghidupan
alternatif bagi masyarakat pesisir, sekaligus
memperkuat kemandirian sosial-ekonomi lokal
(Nuraeni & Kusuma, 2023). Melalui skema
ekowisata, kawasan mangrove tidak hanya
dipandang sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai
ruang belajar tentang fungsi ekologis mangrove dan
dampaknya terhadap ketahanan pesisir, termasuk
perlindungan garis pantai, penyangga badai, dan
penyimpan karbon biru (Tavita dkk., 2024).
Pendekatan ini selaras dengan tujuan Pembangunan
Berkelanjutan, khususnya SDG 8 (Decent Work and
Economic Growth) melalui penciptaan lapangan
kerja yang layak dan berkelanjutan di sektor wisata
dan usaha mikro lokal, serta SDG 14 melalui
perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan
ekosistem pesisir (Bowen dkk., 2017; Stafford-
Smith dkk., 2017). Ekowisata mangrove juga
berkontribusi terhadap SDG 1 dan SDG 2 melalui
peningkatan pendapatan dan diversifikasi mata
pencaharian berbasis sumber daya pesisir yang
dikelola secara berkelanjutan.

Pengembangan fasilitas edukasi dan wisata
sederhana seperti papan informasi ekologis,
jembatan kayu (boardwalk), susur perahu ke hutan
bakau, menara pandang burung, serta pelibatan
pemandu lokal yang menjelaskan ekologi
mangrove, menghubungkan pengunjung dengan
upaya rehabilitasi dan perubahan iklim pesisir
(Hakim dkk., 2017; Kresnasari dkk., 2022; Utomo
& Pulungan, 2023; Epilia & Sukada, 2022; Uzra
dkk., 2024). Selain aktivitas wisata, pengelola
komunitas dapat menjadikan tapak ekowisata
sebagai laboratorium hidup restorasi, misalnya
dengan memproduksi bibit, merancang penanaman
yang memperbaiki hidrologi lahan, serta melatih
warga lain sebagai pemandu sekaligus pelaku usaha
kecil berbasis hasil hutan bukan kayu, mulai dari
olahan pangan (sirup, selai, dan tepung dari buah
mangrove) hingga kerajinan dan minuman berbahan
baku mangrove (Noor dkk., 2021; Kresnasari dkk.,
2022; Nuraeni & Kusuma, 2023; Rahmah dkk.,
2023; Uzra dkk., 2024). Model ini tidak hanya
meningkatkan  kepedulian  publik  terhadap
pentingnya mangrove, tetapi juga membuka
peluang pemasukan langsung melalui penjualan
tiket, sewa perahu, jasa pemandu, homestay, dan
produk lokal, sehingga insentif ekonomi untuk
menjaga ekosistem menjadi lebih nyata (Adger
dkk., 1997; Sanchez dkk., 2018; Blanton dkk.,
2024; Herawati & Soraya, 2025; Puspitasari dkk.,
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2025).

Potensi ekowisata mangrove dapat dieksplorasi
lebih jauh melalui inisiatif desa dan kemitraan
antara komunitas, LSM, perguruan tinggi, dan
pemerintah daerah. Studi kasus di wilayah pesisir
Berau, khususnya Kampung Teluk Semanting,
menunjukkan bahwa kawasan mangrove memiliki
nilai ekowisata tinggi dengan beragam paket wisata,
seperti interpretive trails (rute edukasi), susur
sungai untuk mengamati satwa endemik seperti
bekantan, observasi burung laut, glamping, serta
pemasaran produk hasil hutan bukan kayu (HHBK)
seperti kerupuk dan amplang berbahan sumber daya
pesisir (Nugraha & Siswanto, 2024; Rosid &
Yuliani, 2025). Inisiatif ini diperkuat dengan
penetapan kawasan ekowisata mangrove Teluk
Semanting sebagai ekowisata  berkelanjutan
berbasis masyarakat melalui regulasi daerah dan
didukung berbagai program pendampingan
lembaga konservasi, yang menekankan kombinasi
antara konservasi, edukasi, dan penguatan ekonomi
lokal. Pengembangan ekowisata mangrove yang
terkelola baik berpotensi menghasilkan pendapatan
yang signifikan, terutama jika dikombinasikan
dengan paket homestay komunitas, wisata perahu,
kuliner khas, dan produk suvenir lokal; meskipun
angka spesifik sangat tergantung pada skala
investasi, kapasitas pemasaran, kualitas pelayanan,
dan mekanisme pembagian manfaat ke komunitas
(Joandani dkk., 2019; Afifah dkk., 2023; Bunga,
2024; Blanton dkk., 2024; Adriansyah dkk., 2025;
Herawati & Soraya, 2025). Pendekatan berbasis
komunitas menekankan pemerataan manfaat dan
penguatan kelembagaan lokal, di mana homestay
dan usaha mikro yang dikelola warga membantu
menambah pendapatan rumah tangga, mengurangi
ketergantungan pada aktivitas ekstraktif yang
merusak, dan memperkuat insentif sosial untuk
memelihara ekosistem mangrove. Selain itu, praktik
pemantauan partisipatif, penetapan daya dukung
pengunjung, dan pengembangan aturan lokal
(misalnya zonasi area inti konservasi dan area
pemanfaatan wisata) menjadi kunci agar ekowisata
mangrove benar-benar mendukung keberlanjutan
ekologi, ekonomi, dan sosial jangka panjang
(Puspitaloka dkk., 2025; Blanton dkk., 2024).

Pemanfaatan mangrove secara berkelanjutan
oleh masyarakat pesisir membuka jalan menuju
keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan
peningkatan pendapatan lokal. Prinsip pemanfaatan
berkelanjutan di sini mencakup pengambilan hasil
yang tidak merusak struktur tegakan, menjaga
fungsi ekologis (sebagai penahan abrasi, penyerap
karbon, dan habitat biota), sekaligus memperkuat
ekonomi rumah tangga pesisir (Rafik & Nisa, 2024;
Faqih dkk., 2025; Puspitasari dkk., 2025). Di
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kawasan Teluk Balikpapan (Kalimantan Timur),
misalnya, pengelolaan mangrove oleh komunitas
tidak hanya berfokus pada penanaman kembali,
tetapi juga pada pengembangan usaha mikro
berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang
terintegrasi dengan ekowisata, seperti kopi
mangrove, teh dari daun mangrove, serta berbagai
camilan berbahan baku mangrove yang dikemas
sebagai produk khas wisata (Faqih dkk., 2025;
Nicha & Zulkarnaini, 2025). Upaya ini berjalan
seiring dengan program restorasi dan edukasi di
Mangrove Center Graha Indah dan lokasi-lokasi
serupa di Teluk Balikpapan, yang dikelola bersama
oleh masyarakat dan mitra lembaga konservasi
untuk memulihkan hutan bakau sekaligus
memperluas peluang usaha lokal (Jaya, 2019).
Potensi HHBK dari ekosistem mangrove sebagai
peluang  ckonomi memang relatif belum
dimanfaatkan secara optimal di banyak daerah
pesisir Indonesia. Produk pangan dan non-pangan
berbasis mangrove, seperti madu hutan mangrove,
bahan pewarna alami dari kulit dan daun, buah
bakau olahan, sirup mangrove, hingga bahan baku
kerajinan, dapat menjadi sumber pendapatan
penting bagi rumah tangga pesisir apabila dikelola
dengan prinsip konservasi dan nilai tambah produk
(pengolahan, pengemasan, dan pemasaran) yang
memadai dan menekankan proses panen selektif
dan pemanfaatan bagian tanaman yang tidak
merusak tegakan, sehingga menjaga kontinuitas
produksi sekaligus kelestarian ekosistem (Debrot
dkk., 2020; Arifanti dkk., 2022). Ketika masyarakat
memperoleh manfaat ekonomi langsung dari
keberadaan mangrove, baik melalui hasil tangkapan
perikanan yang bergantung pada habitat mangrove,
budidaya kepiting bakau dan sistem silvofishery,
maupun usaha berbasis HHBK, maka insentif
sosial-ekonomi untuk menjaga ekosistem tersebut
menjadi jauh lebih kuat (Firdaus dkk., 2021; Arfan
dkk., 2024). Perikanan kepiting bakau dan
perikanan skala kecil di kawasan mangrove
Indonesia menunjukkan bahwa keberlanjutan stok
kepiting dan ikan yang bernilai ekonomi tinggi
sangat terkait dengan kualitas dan luas tutupan
mangrove; ketika stok mulai menurun, komunitas
terdorong menyusun aturan lokal  seperti
pembatasan  ukuran  tangkapan, penutupan
sementara area tangkap, atau perlindungan zona inti
mangrove (Suyono & Fithor, 2025). Pendekatan

integrasi mangrove dengan akuakultur
berkelanjutan  (misalnya sistem  integrasi
mangrove—tambak/IMA) juga mampu

meningkatkan stabilitas pendapatan petambak
sekaligus memulihkan sebagian fungsi ekologis
mangrove, selama desain dan pengelolaannya
mengikuti prinsip konservasi (Lukman dkk., 2021;
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Sumarga dkk., 2022). Di sisi lain, dukungan
program konservasi dan kebijakan pesisir yang
menegaskan peran mangrove bagi perikanan
berkelanjutan memperkuat hubungan antara
kelestarian ekosistem dan ketahanan ekonomi
komunitas pesisir (Ferreira dkk., 2022). Pendekatan
pemanfaatan berkelanjutan seperti ini selaras
dengan agenda Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan, terutama SDG 1 dan SDG 8.
Pemberdayaan ekonomi komunitas melalui HHBK

mangrove dan perikanan berbasis ekosistem
berkontribusi pada pengurangan kemiskinan,
penciptaan lapangan kerja yang layak, dan

pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah
pesisir yang rentan. Di saat yang sama, pendekatan
ini juga menyokong SDG 14 melalui penguatan
perikanan berkelanjutan dan perlindungan habitat
pesisir yang menjadi daerah asuhan dan pemijahan
berbagai jenis ikan dan biota lainnya (Sasmito dkk.,
2023). Dengan demikian, pemanfaatan mangrove
secara berkelanjutan oleh masyarakat bukan
sekadar strategi ekonomi lokal, tetapi juga bagian
dari kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan
berkelanjutan di tingkat nasional dan global.

Faktor-faktor pendorong/pendukung partisipasi
masyarakat dalam pelestarian mangrove

Modal sosial, jaringan, norma, dan kepercayaan
mempermudah koordinasi dan kerja sama untuk
kepentingan bersama (Barnes-Mauthe dkk., 2015;
Putnam, 2000). Dalam praktik restorasi mangrove,
modal sosial yang kuat, meliputi kepercayaan antar
anggota komunitas, norma gotong-royong, dan
jaringan lokal yang aktif, merupakan faktor esensial
untuk memobilisasi aksi kolektif secara efektif dan
berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan
skema silvo-fishery dan pengelolaan mangrove
berbasis komunitas, karena menurunkan biaya
transaksi, mempermudah pengawasan bersama, dan
memperkuat komitmen jangka panjang (Meilasari-
Sugiana, 2012; Suharti dkk., 2016; Suharti dkk.,
2022; Tahir, 2023; Raisa dkk., 2024). Kapasitas
komunitas untuk memobilisasi aksi kolektif tidak
hanya bergantung pada ketersediaan teknologi atau
dana, tetapi pada modal sosial yang telah lebih
dahulu terbentuk. Modal sosial berperan langsung
dalam memanfaatkan jasa ekosistem mangrove
secara lestari dan menjaga keberlanjutan kegiatan
ckowisata berbasiskan mangrove tersebut di Taman
Nasional Kutai (Sulistyorini  dkk., 2018).
Komunitas yang memiliki hubungan sosial erat,
tradisi  gotong-royong yang hidup, dan
kepemimpinan lokal yang dipercaya, cenderung
lebih mampu mengorganisir dan menjalankan
program restorasi mangrove secara berkelanjutan.
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Strategi konservasi mangrove yang berfokus pada
penguatan modal sosial, seperti memperkuat norma
komunitas, meningkatkan kepercayaan antarwarga,
dan membangun jaringan penghubung antara
komunitas, pemerintah, dan LSM, menjadi kunci
dalam implementasi program konservasi yang
berkelanjutan. Tata kelola restorasi mangrove
menegaskan bahwa keberhasilan teknis, misalnya
pilihan spesies dan desain hidrologi, perlu disertai
integrasi nilai-nilai sosial dan proses partisipatif
yang eksplisit untuk meningkatkan peluang
keberhasilan jangka panjang (Krievins dkk., 2018;
Rodriguez-Rodriguez dkk., 2025).

Kelompok warga yang sudah terbentuk secara
informal, misalnya melalui kegiatan rutin
membersihkan pesisir, forum nelayan, atau diskusi
antar warga desa, kemudian difasilitasi oleh LSM
atau pemerintah untuk masuk ke program
penanaman dan rehabilitasi mangrove. Pemanfaatan
jaringan antarwarga (ketua RT, tokoh adat,
kelompok nelayan, kelompok perempuan) yang
sudah ada dan berjalan, membuat proses
pembibitan, pengaturan logistik penanaman, hingga
pemeliharaan pasca-penanaman dapat dilaksanakan
dengan koordinasi internal yang baik (Crona &
Bodin, 2010; Barnes-Mauthe dkk., 2015; Tabhir,
2023; Ramadona dkk., 2024). Di sisi lain, norma
dan sanksi sosial informal, seperti teguran, rasa
malu, atau pengucilan terhadap pelaku penebangan
liar, berfungsi sebagai mekanisme pengawasan
sosial terhadap penjarahan atau perusakan
mangrove (Krievins dkk., 2018; Sadono dkk., 2020;
Arifanti dkk., 2022; Suharti dkk., 2022). Restorasi
mangrove berbasis komunitas menunjukkan bahwa
ketika kepercayaan antar anggota komunitas tinggi,
tingkat partisipasi, keberlanjutan pemeliharaan, dan
keberhasilan regenerasi alami jauh lebih tinggi
dibandingkan komunitas dengan jaringan internal
lemah dan norma gotong-royong yang tidak jelas
(Salminah & Alviya, 2019).

Kepastian tenurial dan akses legal menjadi
fondasi penting untuk memotivasi investasi jangka
panjang oleh komunitas dalam pengelolaan hutan
mangrove karena manfaat jangka panjangnya relatif
lebih terjamin (Gutiérrez dkk., 2011). Skema-skema
perhutanan sosial, baik dalam bentuk hutan desa,
hutan kemasyarakatan dan kemitraan, memberikan
kerangka bagi masyarakat untuk mengembangkan
usaha produktif berkelanjutan di kawasan hutan
mangrove (Salminah & Alviya, 2019; Arifanti dkk.,
2022). Di Kalimantan Timur, pemerintah provinsi
secara aktif mendorong percepatan perhutanan
sosial melalui pembentukan Kelompok Kerja
Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat
provinsi dan kabupaten/kota, serta pengembangan
wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial
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sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2025
tentang Tata Laksana Penyusunan dan Pelaksanaan
Pengembangan Kawasan Terpadu Berbasis
Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur. Inisiatif ini
mengarahkan optimalisasi skema perhutanan sosial
sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dan
pengurangan emisi di kawasan hutan mangrove.

Akses pendanaan dan insentif ekonomi
melengkapi kepastian tenurial agar restorasi dan
pengelolaan lestari dapat berjalan stabil. Berbagai
skema pembiayaan, mulai dari dana Corporate
Social Responsibility (CSR) perusahaan, dukungan
donor/LSM, hingga inisiatif pembiayaan karbon
biru, berperan menutup kebutuhan biaya
penanaman, pemeliharaan, dan  penguatan
kelembagaan komunitas (Tahir, 2023; Jariah dkk.,
2024). Di Kalimantan Timur, sejumlah perusahaan
energi dan migas telah mengintegrasikan program
rehabilitasi mangrove ke dalam agenda CSR
mereka, misalnya kegiatan penanaman dan
pemulihan mangrove di Delta Mahakam dan Teluk
Balikpapan yang melibatkan pemerintah daerah dan
kelompok masyarakat, serta dihubungkan dengan
agenda ekonomi hijau dan pengurangan emisi
(Tahir, 2023). Ekosistem karbon biru (mangrove,
lamun, dan padang lamun) menyimpan cadangan
karbon yang sangat besar dan memiliki potensi
untuk dikaitkan dengan pasar karbon dan
mekanisme pembiayaan iklim (Kusumaningtyas
dkk., 2019; Sidik dkk., 2023). Di kawasan pesisir
Berau dan Kepulauan Derawan, misalnya,
dilakukan studi kelayakan awal mengenai nilai
ekonomi karbon biru dan potensi pengembangan
proyek karbon di kawasan konservasi pesisir yang
melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Yayasan
Konservasi Alam Nusantara (YKAN), World Wide
Fund (WWF) dan mitra lainnya (Kusumaningtyas
dkk., 2019)(Akhrianti & Decreto Ariana, 2023).
Skema karbon biru mulai dikembangkan sebagai
sumber pembiayaan berkelanjutan dan juga
menekankan pentingnya integrasi ke dalam
kerangka tata kelola nasional, pencatatan karbon,
serta kepastian pasar dan mekanisme pembagian
manfaat sebelum skema skala besar dapat
dioperasionalkan (Ayostina dkk., 2022; Sidik dkk.,
2023; Naiborhu dkk., 2025). Pendekatan ini
mendukung SDG 13 melalui pengurangan emisi
dan peningkatan serapan karbon, sekaligus
memperkuat SDG 15 dan SDG 16 melalui
pengelolaan ekosistem yang lebih terencana dan
institusi yang lebih kuat.

Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa
kombinasi yang relatif efektif yaitu: (1) pemerintah
daerah dan perusahaan melaksanakan program CSR

493

pISSN 2599 1205, eISSN 2599 1183
DOI: http://dx.doi.org/10.32522/ujht.v9i2.23423

yang terukur untuk rehabilitasi mangrove sambil
melibatkan komunitas sebagai pelaksana dan
penerima manfaat; (2) LSM dan pemerintah
provinsi mendampingi penguatan kelembagaan
perhutanan sosial dan kelompok masyarakat pesisir;
dan (3) studi kelayakan karbon biru disiapkan untuk
menghubungkan upaya restorasi dengan potensi
pasar karbon dan pembiayaan iklim jangka panjang.
Jika sinergi ini diujicobakan dalam skema pilot
project yang jelas hak kelolanya, transparan dalam
mekanisme pembagian manfaat, memiliki rencana
bisnis jangka panjang, serta sistem pemantauan
yang partisipatif, maka peluang bahwa restorasi
mangrove menjadi investasi  sosial-ekologis
berkelanjutan bagi komunitas, dan bukan sekadar
proyek jangka pendek, akan meningkat secara
signifikan.

Faktor-faktor penghambat partisipasi
masyarakat dalam pelestarian mangrove

Sudut kepentingan ekonomi jangka pendek
memunculkan hambatan ketika program restorasi
tidak mampu menjawab kebutuhan segera rumah
tangga masyarakat pesisir (Lahjie dkk., 2019;
Salminah & Alviya, 2019). BRGM bersama
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
menargetkan rehabilitasi sekitar 25.000-30.000 ha
mangrove di tahun 2024 dan total sekitar 30.046 ha
pada periode 2024-2027 melalui skema Mangrove
for Coastal Resilience (M4CR) di enam
kabupaten/kota pesisir. Namun di lapangan, banyak
masyarakat menggantungkan hidup pada tambak
dan kegiatan ekstraktif yang memberikan
pendapatan harian atau bulanan. Mangrove yang
baru ditanam memerlukan waktu bertahun-tahun
hingga mampu memberi manfaat nyata
(perlindungan  abrasi, = meningkatnya  stok
ikan/udang, atau peluang ekowisata), sehingga ada
ketidaksesuaian antara perspektif waktu manfaat
ekologis dan kebutuhan ekonomi jangka pendek.
Ketiadaan skema kompensasi yang memadai dan
desain insentif yang hanya bersifat proyek jangka
pendek merupakan penghambat umum keterlibatan
masyarakat dalam program rehabilitasi skala besar.
Bila insentif ekonomi jangka panjang (misalnya
akses usaha, HHBK, atau skema manfaat karbon
biru) tidak jelas, antusiasme masyarakat cenderung
menurun setelah fase penanaman awal selesai.

Keterbatasan kapasitas teknis dan monitoring
jangka panjang juga menjadi penghambat penting,
baik  bagi keberhasilan ekologis maupun
keberlanjutan partisipasi. Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur sendiri mengakui bahwa tingkat
keberhasilan penanaman mangrove selama ini baru
sekitar 30-40%, terutama karena bibit ditanam pada
lokasi yang tidak sesuai, salinitas tinggi, gelombang
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besar, dan kondisi tanah yang kurang mendukung
(Salminah & Alviya, 2019; Jariah dkk., 2024). Bagi
masyarakat, kegagalan bibit hidup setelah mereka
mengerahkan tenaga untuk menanam akan
menurunkan kepercayaan pada program dan
melemahkan  motivasi  untuk  melanjutkan
pemeliharaan. Anggaran dan desain program juga
lebih berfokus pada kegiatan penanaman daripada
pemantauan dan adaptasi jangka panjang, sehingga
tidak ada mekanisme sistematis untuk belajar dari
kegagalan dan memperbaiki desain berikutnya
(Powell & Osbeck, 2010) (Ellison dkk., 2020). Pada
situasi ini, pendekatan monitoring partisipatif dan
citizen science sebenarnya menawarkan solusi,
tetapi  sekaligus memperlihatkan ~ hambatan
kapasitas. Pelibatan warga dalam pemantauan
sederhana,  misalnya  pengukuran  tingkat
kelangsungan hidup bibit, ketinggian permukaan
air, atau erosi garis pantai, dapat meningkatkan rasa
memiliki, memperkaya basis data lokal, dan
mempercepat respons manajemen. Namun di
Kalimantan Timur, seperti di banyak daerah
berkembang lain, terbatasnya sumber daya manusia
terlatih, minimnya peralatan, dan belum terbiasanya
budaya relawan ilmiah menjadi hambatan untuk
mengembangkan citizen science secara luas.
Danielsen dkk. (2009) menunjukkan bahwa di
negara berkembang, kurangnya dana lembaga,
tenaga ahli, dan dukungan kelembagaan
menjadikan  monitoring  berbasis  komunitas
memerlukan fasilitasi intensif agar benar-benar
berfungsi dan berkelanjutan.

Hambatan lain datang dari tantangan eksternal
perubahan iklim dan variabilitas lingkungan.
Peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan,
kenaikan muka air laut, kejadian badai dan
gelombang ekstrem, serta perubahan salinitas
memperumit upaya rehabilitasi mangrove di seluruh
Indonesia, termasuk Kalimantan Timur. Di Delta
Mahakam dan pesisir sekitarnya, proses abrasi kuat
dan gelombang pasang yang tinggi dapat dengan
cepat merusak area tanam baru bila tidak didukung
desain restorasi yang mempertimbangkan dinamika
hidrodinamika setempat. Proyek restorasi mangrove
umumnya gagal karena mengabaikan kondisi
biofisik dan proyeksi perubahan iklim di masa
depan, misalnya pemilihan spesies yang tidak
toleran terhadap salinitas tinggi atau tidak
memperhitungkan kenaikan muka air laut. Proyeksi
perubahan iklim hingga 2100 akan mengubah
neraca karbon mangrove secara signifikan,
tergantung kemampuan ekosistem dan desain
restorasi untuk beradaptasi terhadap perubahan
muka air laut dan gangguan lain (Lovelock & Reef,
2020). Kondisi ini menjelaskan mengapa di
Kalimantan Timur, meskipun upaya restorasi di
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Delta Mahakam sering disebut memberikan
manfaat baik ekologis maupun ekonomi bagi warga,
faktor eksternal seperti abrasi, gelombang, salinitas,
dan perubahan iklim harus menjadi pertimbangan
utama dalam desain. Jika faktor-faktor ini tidak
diakomodasi, tingkat kegagalan tanam yang tinggi
akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan
menimbulkan kelelahan dalam berpartisipasi. Oleh
karena itu, pendekatan restorasi mangrove yang
adaptif, misalnya memilih spesies yang lebih
toleran salinitas dan gelombang, mengatur zonasi
tanaman di area yang sesuai, mengelola sedimen
dan hidrologi, serta menerapkan monitoring
dinamis untuk menyesuaikan skema restorasi
dengan perubahan kondisi lingkungan, merupakan
prasyarat agar partisipasi masyarakat tidak
melemah oleh kegagalan berulang (Lovelock &
Reef, 2020; Mohanty dkk., 2024).

Terakhir, faktor-faktor penghambat ini juga
terkait dengan agenda SDG 13: tanpa dukungan
kelembagaan, insentif ekonomi jangka panjang,
kejelasan tenurial, dan desain restorasi yang peka
iklim, sulit bagi program restorasi mangrove
berbasis komunitas untuk berfungsi sebagai strategi
adaptasi yang efektif bagi masyarakat pesisir.
Upaya adaptasi berbasis ekosistem harus didukung
oleh tata kelola yang kuat, pembiayaan
berkelanjutan, dan partisipasi lokal yang bermakna
agar benar-benar mampu melindungi kelompok
rentan dari risiko iklim (Bowen dkk., 2017,
Stafford-Smith dkk., 2017). Dalam konteks
Kalimantan Timur, artinya upaya memberdayakan
masyarakat untuk terlibat dalam pelestarian
mangrove harus dibarengi dengan perbaikan tata
ruang, penyelesaian konflik lahan, skema insentif
ekonomi yang adil, pembangunan kapasitas
monitoring, serta pendekatan teknis yang adaptif
terhadap perubahan iklim.

Implikasi kebijakan dan praktik-praktik terbaik
serta tantangan utama

Keterlibatan masyarakat terbukti meningkatkan
keberhasilan rehabilitasi dan konservasi mangrove,
memperkuat ekonomi lokal, serta menumbuhkan
rasa memiliki terhadap lingkungan. Berbagai studi
di Indonesia menunjukkan bahwa ketika
masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan
hingga pemantauan, tingkat keberhasilan restorasi
ekologis, kepatuhan terhadap aturan lokal, serta
keberlanjutan kegiatan usaha berbasis mangrove
meningkat secara signifikan (Salminah & Alviya,
2019). Namun, keberlanjutan partisipasi sangat
bergantung pada tiga pilar utama: edukasi dan
peningkatan kapasitas, dukungan kelembagaan
yang jelas, dan kolaborasi multi-pihak yang
konsisten, terutama bila pelestarian mangrove
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dihubungkan dengan agenda mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim. Kolaborasi antara pemerintah,
LSM, perguruan tinggi, sektor swasta, dan
komunitas lokal sejalan dengan semangat SDG 17
yang menekankan pentingnya multi-stakeholder
partnerships untuk mencapai target-target SDGs
(Bowen dkk., 2017; Stafford-Smith dkk., 2017).

Pengintegrasian skema perhutanan sosial di
wilayah pesisir merupakan langkah strategis untuk
memberikan hak kelola yang lebih jelas dan
legalitas kepada komunitas lokal dalam mengelola
ekosistem mangrove. Dengan legalitas tersebut,
warga desa tidak hanya berperan sebagai pekerja
proyek, tetapi menjadi pemegang hak kelola yang
diakui, sehingga memiliki insentif kuat untuk
melakukan konservasi, restorasi, dan pemanfaatan
berkelanjutan (Suich dkk., 2017; Salminah &
Alviya, 2019; Salaka dkk., 2020). Hak kelola yang
terstruktur mengubah dinamika pengelolaan: ketika
komunitas memperoleh izin resmi (misalnya hutan
desa, hutan kemasyarakatan, dan kemitraan),
mereka cenderung lebih serius menanam dan
merawat mangrove, membangun sistem patroli
internal, serta menyusun aturan adat maupun
peraturan desa yang melarang konversi mangrove
secara sembarangan.

Namun keberhasilan skema ini sangat
bergantung pada dua unsur tambahan: (1) dukungan
kelembagaan dan regulasi (peraturan desa,
kesepakatan tertulis pengelolaan, pengakuan formal
tata ruang) dan (2) kapasitas komunitas untuk
memanfaatkan hak tersebut, mulai dari kemampuan
manajemen  kelembagaan,  pencatatan  dan
monitoring, hingga pengembangan usaha dan
pemasaran produk mangrove. Pengalaman di
berbagai lokasi perhutanan sosial menunjukkan
bahwa tanpa pendampingan kelembagaan dan
penguatan kapasitas, hak kelola sering tidak
berkembang menjadi manfaat nyata bagi
masyarakat (Salminah & Alviya, 2019; Salaka dkk.,
2020). Skema ini juga berpotensi mendukung SDG
5 apabila perempuan dan kelompok rentan secara
eksplisit dilibatkan dalam struktur kelembagaan dan
rantai nilai (misalnya kelompok perempuan
pengolah produk mangrove), bukan hanya sebagai
tenaga kerja informal.

Menciptakan paket insentif ekonomi jangka
panjang melalui skema seperti blue carbon atau
pembayaran jasa ekosistem menjadi strategi kunci
agar keterlibatan masyarakat tidak berhenti pada
partisipasi sukarela jangka pendek. Literatur
mengenai karbon biru menegaskan bahwa
ekosistem mangrove memiliki potensi besar untuk
dijadikan basis pembayaran jasa ekosistem berbasis
karbon dan jasa ekosistem lainnya, tetapi desainnya
harus disesuaikan dengan konteks sosial dan
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kelembagaan lokal (Lau, 2013; Friess & Thompson,
2016; Locatelli, 2016). Dengan menetapkan insentif
ekonomi jangka panjang yang jelas, masyarakat
yang selama ini terlibat tanpa imbalan dapat
memperoleh kepastian bahwa partisipasi mereka,
misalnya menjaga hutan mangrove, lamun, atau
ekosistem pesisir lain, akan dihargai secara konkret
melalui pembayaran karbon, dukungan infrastruktur
desa, atau skema manfaat kolektif lain.

Pengalaman berbagai proyek PES di kawasan
pesisir menunjukkan bahwa ketika insentif
dirancang dengan baik, manfaat yang dirasakan
komunitas bukan hanya berupa “uang agar tidak
menebang”, tetapi juga mencakup peningkatan
layanan dasar desa, seperti sekolah, klinik, sarana
air bersih, penguatan kohesi sosial, dan tumbuhnya
kapasitas lokal dalam tata kelola ekosistem (Forest
Trends and The Katoomba Group, 2010;
Rakotomahazo dkk., 2021). Studi PES mangrove di
Madagascar, misalnya, menunjukkan bahwa
komunitas memandang PES sebagai mekanisme
potensial untuk mengatasi persoalan sosial-
ekonomi sekaligus memperbaiki tata kelola
mangrove, asalkan desain proyek memperhatikan
kebutuhan lokal, transparansi, dan pembagian
manfaat yang adil. Dalam konteks Indonesia,
peluang ini diperkuat oleh berkembangnya wacana
dan regulasi karbon biru, di mana Indonesia
dipandang memiliki lebih dari 20% mangrove dunia
dan sekitar 17% potensi blue carbon global
(Murdiyarso dkk., 2018). Strategi ini selaras dengan
SDG 13 dan SDG 14, karena menghubungkan
konservasi pesisir dengan pembiayaan iklim jangka
panjang.

Namun, tantangan utama muncul dalam
kelayakan dan keadilan mekanisme pasar tersebut.
Skema berbasis pasar seperti blue carbon dan PES
mensyaratkan kejelasan pemilik
ekosistem/pemegang hak akses, aturan pembagian
manfaat (benefit sharing) yang transparan, serta
mekanisme kontrak yang dapat dipahami dan
dinegosiasikan oleh komunitas lokal (Locatelli,
2016; Friess & Thompson, 2016). Selain itu,
penyelenggaraan PES  membutuhkan sistem
pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) untuk
stok karbon atau jasa ekosistem lain, yang dapat
menimbulkan transaction costs tinggi di wilayah
terpencil dengan infrastruktur terbatas (Forest
Trends and The Katoomba Group, 2010; Lau, 2013;
Izquierdo-Tort dkk., 2024). Banyak komunitas
pesisir juga menghadapi keterbatasan literasi, akses
informasi, dan ketergantungan tinggi pada
ekosistem untuk mata pencaharian sehari-hari,
sehingga membutuhkan pendampingan intensif,
proses sosialisasi panjang, dan jaminan transparansi
pengelolaan dana. Kekhawatiran umum yang
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tercatat dalam studi-studi PES adalah lamanya jeda
waktu hingga pembayaran pertama dan tidak
jelasnya arus informasi tentang besaran dan
penggunaan dana, yang dapat melemahkan
kepercayaan dan motivasi partisipasi
(Rakotomahazo dkk., 2021; Suich dkk., 2017).

Di luar skema pasar, aktivitas advokasi dan
pengawasan tata ruang oleh masyarakat pesisir dan
LSM merupakan praktik terbaik yang semakin
diakui dalam pelestarian mangrove. Di kawasan
dengan tekanan industri tinggi seperti Balikpapan
dan Delta Mahakam, peta partisipatif (participatory
mapping) dan pemetaan jasa ekosistem menjadi
instrumen kunci untuk menunjukkan klaim ruang,
wilayah tangkap tradisional, dan nilai sosial-
ekologis mangrove dalam proses penataan ruang
pesisir (Salminah & Alviya, 2019; Damastuti dkk.,
2022). Kajian tentang pemetaan partisipatif jasa
ekosistem mangrove di Indonesia menunjukkan
bahwa pendekatan ini mampu memperkuat posisi
tawar komunitas, menyediakan bukti empirik yang
dapat diterima pembuat kebijakan, serta menjadi
dasar dialog dalam penyelesaian konflik lahan.

Praktik terbaik advokasi ruang menunjukkan
bahwa peta partisipatif menjadi efektif ketika
didukung oleh: (1) akses terhadap informasi
rencana tata ruang resmi, (2) dukungan organisasi
masyarakat sipil yang kuat, dan (3) tindak lanjut
politik melalui kampanye publik, audiensi dengan
DPRD, serta penyampaian keberatan resmi dalam
bentuk policy brief atau surat keberatan. Dengan
demikian, kebijakan pelestarian mangrove yang
lebih berpihak pada masyarakat dan ekosistem tidak
hanya lahir dari program rehabilitasi teknis, tetapi
juga dari proses demokratisasi tata ruang yang
memasukkan pengetahuan lokal, hak tenurial, dan
aspirasi komunitas sebagai bagian dari evidence-
based policy.

KESIMPULAN
Partisipasi ~ masyarakat secara signifikan
meningkatkan  keberhasilan rehabilitasi  dan

konservasi mangrove, memperkuat ekonomi lokal,
dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap
lingkungan.  Keberlanjutan  partisipasi  ini
bergantung pada tiga pilar utama: pendidikan
komprehensif dan pengembangan kapasitas,
dukungan institusional yang jelas, serta kolaborasi
multi-pihak yang konsisten, terutama ketika
konservasi mangrove diintegrasikan dengan upaya
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Partisipasi
masyarakat yang efektif juga memerlukan
penanganan kebutuhan ekonomi jangka pendek,
mengatasi keterbatasan kapasitas teknis, dan
merancang strategi restorasi yang adaptif terhadap

496

Deciawarman, dkk.

perubahan iklim. Keunikan makalah ini terletak
pada pendekatan sistematis dan multidisiplin dalam
menganalisis  partisipasi masyarakat dalam
konservasi mangrove, dengan mengintegrasikan
teori organisasi, teori sistem hukum, dan teori
modal sosial untuk memahami tindakan kolektif.
Fokusnya secara khusus pada konteks Kalimantan
Timur, mengidentifikasi bagaimana modal sosial,
keamanan hak milik, dan insentif ekonomi
(termasuk karbon biru) mendorong partisipasi,
sementara kepentingan ekonomi jangka pendek dan
keterbatasan teknis menghambatnya. Penelitian ini
juga menekankan pentingnya ekowisata berbasis
komunitas dan produk hutan non-kayu (HHBK)
sebagai alternatif mata pencaharian berkelanjutan,
menghubungkannya dengan pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya
SDG 13, 14, dan 15, dengan menekankan peran
komunitas dalam mitigasi iklim, konservasi laut,
dan pelestarian darat. Integrasi kerangka SDGs
dalam kebijakan nasional untuk memastikan
restorasi mangrove mendukung agenda
pembangunan berkelanjutan global. Kajian ini
bersifat tinjauan literatur dan sintesis, sehingga
penelitian lapangan empiris di berbagai lokasi
masih diperlukan untuk memperkuat argumen,
termasuk studi kuantitatif tentang dampak ekonomi
program  berbasis komunitas dan evaluasi
keberhasilan jangka panjang program restorasi.
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